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KATA PENGANTAR 

 
Perpajakan merupakan salah satu instrumen 

fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pajak bukan sekadar kewajiban finansial yang dibebankan 

kepada warga negara dan badan usaha, melainkan wujud 

nyata partisipasi masyarakat dalam membiayai 

pembangunan nasional. Melalui pajak, negara memperoleh 

sumber daya untuk menjalankan fungsi pemerintahan, 

menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, 

meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta 

menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman 

yang komprehensif mengenai perpajakan menjadi 

kebutuhan penting bagi mahasiswa, praktisi, maupun 

masyarakat luas. 

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang 

sistematis, terstruktur, dan aplikatif mengenai konsep dasar 

hingga praktik perpajakan di Indonesia. Materi yang 

disajikan dimulai dari pengantar perpajakan yang 

membahas pengertian, fungsi, asas, sistem pemungutan, 

jenis pajak, serta peran pajak dalam pembangunan nasional. 

Pembahasan ini bertujuan membangun fondasi konseptual 

yang kuat agar pembaca mampu memahami kedudukan 

pajak dalam sistem keuangan negara secara utuh. 
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Selanjutnya, buku ini mengulas aspek hukum dan 

administrasi perpajakan yang menjadi landasan operasional 

dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penjelasan 

mengenai dasar hukum perpajakan di Indonesia, hak dan 

kewajiban wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat 

Pemberitahuan, serta sanksi administrasi dan pidana, 

diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh 

mengenai tata kelola perpajakan yang berlaku. Pemahaman 

terhadap aspek hukum menjadi sangat penting agar 

pelaksanaan kewajiban pajak berjalan sesuai ketentuan dan 

menghindari potensi sengketa. 

Pembahasan mengenai Pajak Penghasilan disajikan 

secara bertahap dan mendalam. Buku ini menguraikan 

subjek dan objek pajak penghasilan, penghasilan yang 

bukan objek pajak, hingga penghitungan pajak terutang 

baik bagi orang pribadi maupun badan. Penjelasan 

mengenai tarif, Penghasilan Tidak Kena Pajak, serta contoh 

perhitungan disusun secara rinci untuk membantu 

pembaca memahami mekanisme penghitungan secara 

praktis. Materi ini kemudian diperluas dengan pembahasan 

khusus mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, 

Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 yang masing masing 

memiliki karakteristik, subjek, objek, serta mekanisme 

pemotongan dan pemungutan yang berbeda. 
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Selain Pajak Penghasilan, buku ini juga membahas 

Pajak Pertambahan Nilai secara komprehensif. Penjelasan 

mencakup pengertian, karakteristik, subjek dan objek PPN, 

tarif, hingga mekanisme pengkreditan pajak masukan dan 

pajak keluaran. Mekanisme pemungutan dan pelaporan 

PPN dijelaskan melalui pembahasan faktur pajak, pengisian 

SPT Masa, serta ilustrasi studi kasus yang mendekatkan 

teori dengan praktik. Dengan pendekatan ini, pembaca 

diharapkan mampu memahami alur administrasi PPN 

secara menyeluruh. 

Dalam konteks globalisasi ekonomi, isu pajak 

internasional menjadi semakin relevan. Buku ini turut 

mengulas konsep pajak internasional, subjek dan objek 

pajak lintas negara, perjanjian penghindaran pajak 

berganda, serta praktik penghindaran dan pengelakan 

pajak dalam skala internasional. Pembahasan ini 

memberikan wawasan mengenai dinamika perpajakan di 

era ekonomi global yang menuntut koordinasi dan 

harmonisasi antarnegara. 

Aspek pemeriksaan, keberatan, dan sengketa pajak juga 

menjadi bagian penting dalam buku ini. Penjelasan 

mengenai pemeriksaan pajak, surat ketetapan pajak, 

mekanisme keberatan dan banding, hingga proses 

penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Pajak disajikan 

untuk memberikan gambaran prosedural yang jelas. 

Dengan memahami proses ini, pembaca dapat melihat 
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bahwa sistem perpajakan tidak hanya menekankan 

kewajiban, tetapi juga menyediakan mekanisme 

perlindungan hukum bagi wajib pajak. 

Bagian akhir buku ini menghadirkan praktik 

perpajakan dan studi kasus terpadu. Simulasi perhitungan 

pajak secara komprehensif serta latihan pengisian Surat 

Pemberitahuan disusun untuk melatih keterampilan analitis 

dan aplikatif pembaca. Pendekatan berbasis kasus ini 

diharapkan mampu menjembatani pemahaman teoritis 

dengan kebutuhan praktik di lapangan. 

Penyusunan buku ini didasarkan pada kebutuhan akan 

bahan ajar yang tidak hanya menekankan aspek konseptual, 

tetapi juga memberikan latihan dan pembahasan yang 

mendukung proses pembelajaran aktif. Setiap bab 

dilengkapi dengan soal latihan dan, pada bagian tertentu, 

pembahasan yang sistematis guna memperkuat 

pemahaman serta mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis dalam menganalisis permasalahan perpajakan. 

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi 

yang bermanfaat dalam mempelajari perpajakan secara 

menyeluruh, mulai dari dasar hingga praktik lanjutan. 

Dengan pemahaman yang baik mengenai perpajakan, 

diharapkan tumbuh kesadaran dan kepatuhan yang tinggi 

terhadap kewajiban pajak sebagai bagian dari kontribusi 

nyata dalam mewujudkan pembangunan nasional yang 

berkelanjutan dan berkeadilan. 
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BAB 1 
 

 

PENGANTAR PERPAJAKAN 

 
A. PENGERTIAN PAJAK 

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh 

wajib pajak kepada negara berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang undangan. Pembayaran pajak bersifat 

memaksa dan tidak memberikan balas jasa secara langsung 

kepada pembayar pajak. Dana yang dihimpun melalui 

pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan 

negara demi kepentingan masyarakat luas (Nurmantu, 

2003). 

Secara konseptual, pajak dapat dipahami sebagai 

sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam 

sistem keuangan publik. Berbeda dengan retribusi atau 

pungutan lain yang memberikan manfaat langsung kepada 

pembayar, pajak dikumpulkan untuk membiayai 

pengeluaran umum negara seperti pembangunan 

infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, pertahanan, 
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4. Jelaskan perbedaan self assessment system dan 

official assessment system? 

5. Jelaskan peran pajak dalam mendukung 

pembangunan nasional? 
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BAB 2  
 

 

HUKUM DAN  

ADMINISTRASI PERPAJAKAN 

 
A. DASAR HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA 

Hukum perpajakan di Indonesia merupakan 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum 

antara negara dan wajib pajak. Dasar hukum ini 

memberikan legitimasi kepada negara untuk memungut 

pajak serta menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh wajib pajak. Keberadaan hukum perpajakan bertujuan 

menciptakan kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak (Farouq, 2018). Tanpa dasar hukum 

yang kuat, pemungutan pajak tidak akan memiliki 

kekuatan mengikat dan berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian serta ketidakadilan. 
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BAB 3  
 

 

SUBJEK DAN OBJEK  

PAJAK PENGHASILAN 

 
A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN 

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan 

atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam 

negeri maupun dari luar negeri. Tambahan kemampuan 

ekonomis tersebut dapat digunakan untuk konsumsi 

maupun untuk menambah kekayaan wajib pajak dalam 

bentuk apa pun. Dengan demikian, yang menjadi dasar 

pengenaan pajak bukanlah hartanya, melainkan arus masuk 

ekonomi yang meningkatkan daya beli atau kapasitas 

finansial seseorang atau badan usaha. Pajak Penghasilan 

menjadi salah satu jenis pajak utama dalam sistem 

perpajakan nasional karena kontribusinya yang signifikan 

terhadap penerimaan negara (Subadriyah, 2025). 
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3. Apa perbedaan utama antara subjek pajak dalam 

negeri dan subjek pajak luar negeri? 

4. Jelaskan pengertian objek Pajak Penghasilan dan 

berikan contohnya? 

5. Mengapa penghasilan kena pajak menjadi dasar 

penting dalam penghitungan Pajak Penghasilan? 
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BAB 4  
 

 

PENGHITUNGAN  

PAJAK PENGHASILAN 

 
A. TARIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 

Tarif Pajak Penghasilan orang pribadi di Indonesia 

menganut sistem progresif, yaitu semakin besar 

penghasilan kena pajak maka semakin tinggi tarif yang 

dikenakan. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan 

keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, di mana wajib 

pajak dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi 

menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan 

wajib pajak berpenghasilan rendah (Watung, 2013). Konsep 

ini sejalan dengan fungsi pajak sebagai instrumen fiskal 

yang tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan 

negara, tetapi juga sebagai alat pengatur dalam 

menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi di 

masyarakat. 
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Contoh soal ini menunjukkan bahwa penghitungan 

Pajak Penghasilan, baik orang pribadi maupun badan, 

selalu dimulai dari penentuan dasar pengenaan pajak 

terlebih dahulu, kemudian diterapkan tarif sesuai ketentuan 

yang berlaku. Ketelitian dalam menentukan PTKP maupun 

laba fiskal sangat menentukan besarnya pajak terutang. 

 

H. SOAL LATIHAN 

1. Apa yang dimaksud dengan tarif progresif dalam 

Pajak Penghasilan orang pribadi? 

2. Mengapa Penghasilan Tidak Kena Pajak penting 

dalam penghitungan Pajak Penghasilan? 

3. Bagaimana tahapan penghitungan Pajak Penghasilan 

terutang orang pribadi? 

4. Apa perbedaan utama penghitungan Pajak 

Penghasilan orang pribadi dan badan? 

5. Mengapa koreksi fiskal diperlukan dalam 

penghitungan Pajak Penghasilan badan? 
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BAB 5  
 

 

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 

 
A. PENGERTIAN PPH PASAL 21 

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 

merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa 

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh 

wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ketentuan 

mengenai PPh Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Pajak 

Penghasilan yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak 

atas penghasilan individu. Pajak ini dipotong oleh pihak 

pemberi kerja atau pemberi penghasilan sebelum 

penghasilan tersebut diterima oleh penerima penghasilan 

(Aini, 1985). 

Secara konseptual, PPh Pasal 21 termasuk dalam 

kategori withholding tax system, yaitu sistem pemungutan 

pajak melalui mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga. 

Dalam hal ini, pemberi kerja bertindak sebagai pemotong 
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3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

4. Mengurangi potensi pajak terutang yang tidak dibayar 

 

Dengan sistem ini, kewajiban pajak pegawai telah 

dipenuhi secara bertahap setiap bulan melalui pemotongan 

langsung oleh pemberi kerja, sehingga administrasi 

perpajakan menjadi lebih tertib dan efisien. 

 

I. SOAL LATIHAN 

1. Apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 

21? 

2. Siapa saja yang termasuk subjek PPh Pasal 21? 

3. Penghasilan apa saja yang termasuk objek PPh Pasal 

21? 

4. Bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 

oleh pemberi kerja? 

5. Mengapa pelaporan PPh Pasal 21 penting dalam 

administrasi perpajakan? 
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BAB 6  
 

 

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 

 
A. PENGERTIAN PPH PASAL 22 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu 

mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan 

oleh pihak tertentu atas transaksi tertentu, terutama yang 

berkaitan dengan kegiatan impor dan kegiatan usaha di 

bidang perdagangan barang. Pemungutan ini dilakukan 

pada saat terjadi transaksi pembayaran atau penyerahan 

barang, sehingga bersifat sebagai pembayaran pajak di 

muka (prepaid tax) atas Pajak Penghasilan yang nantinya 

diperhitungkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Suprajadi 

(2001) menjelaskan bahwa PPh Pasal 22 merupakan 

instrumen fiskal yang dirancang untuk menjamin 

pengamanan penerimaan negara melalui sistem 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. 
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4. Kapan saat terutang PPh Pasal 22 dalam pengadaan 

barang pemerintah? 

5. Mengapa PPh Pasal 22 dapat dikreditkan dalam SPT 

Tahunan? 
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BAB 7  
 

 

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 

 
A. PENGERTIAN PPH PASAL 23 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang 

dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) 

yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan tertentu. Pemotongan dilakukan 

oleh pihak yang membayarkan atau terutang memberikan 

penghasilan tersebut. Walandouw (2013) menjelaskan 

bahwa PPh Pasal 23 merupakan bagian dari mekanisme 

pemotongan oleh pihak ketiga (withholding system) yang 

dirancang untuk menjamin penerimaan negara atas jenis 

penghasilan tertentu yang relatif mudah diidentifikasi 

dalam transaksi bisnis. 

Secara konseptual, PPh Pasal 23 dikenakan atas 

penghasilan pasif maupun aktif tertentu, seperti dividen, 

bunga, royalti, sewa, serta imbalan jasa. Pemotongan 
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Kesimpulan 

Atas pembayaran jasa konsultan sebesar Rp50.000.000, 

perusahaan wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 

Rp1.000.000. Pajak ini berfungsi sebagai pembayaran di 

muka Pajak Penghasilan dan dapat dikreditkan dalam SPT 

Tahunan pihak penerima penghasilan. 

 

G. SOAL LATIHAN 

1. Apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 

23 dan apa tujuan pemungutannya? 

2. Siapa saja pihak yang ditunjuk sebagai subjek 

pemotong PPh Pasal 23? 

3. Jenis penghasilan apa saja yang dikenakan Pajak 

Penghasilan Pasal 23? 

4. Bagaimana mekanisme pemotongan dan penyetoran 

PPh Pasal 23 oleh pemotong pajak? 

5. Mengapa Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak bersifat 

pajak final dan dapat dikreditkan dalam SPT 

Tahunan? 
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 

 
A. PENGERTIAN PPH PASAL 24 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 merupakan ketentuan 

yang mengatur mengenai hak Wajib Pajak dalam negeri 

untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar atau 

terutang di luar negeri atas penghasilan yang bersumber 

dari luar wilayah Indonesia. Ketentuan ini berlaku bagi 

Wajib Pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan 

dari luar negeri dan atas penghasilan tersebut telah 

dikenakan pajak oleh negara sumber. Melalui mekanisme 

ini, pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat 

diperhitungkan sebagai pengurang Pajak Penghasilan yang 

terutang di Indonesia, sehingga tidak terjadi pemajakan 

berganda atas objek yang sama. 

PPh Pasal 24 merupakan konsekuensi dari sistem 

perpajakan Indonesia yang menganut asas worldwide 

income, yaitu pengenaan pajak atas seluruh penghasilan 
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3. Jelaskan konsep kredit pajak luar negeri dalam Pajak 

Penghasilan Pasal 24 serta syarat-syarat agar pajak 

luar negeri dapat dikreditkan. 

4. Bagaimana cara menentukan batas maksimal kredit 

pajak luar negeri menurut ketentuan Pajak 

Penghasilan Pasal 24? Jelaskan secara sistematis. 

5. Seorang Wajib Pajak dalam negeri memperoleh 

penghasilan kena pajak sebesar Rp600.000.000, yang 

terdiri dari penghasilan dalam negeri Rp450.000.000 

dan penghasilan luar negeri Rp150.000.000. Pajak 

Penghasilan terutang di Indonesia sebesar 

Rp120.000.000. Pajak yang telah dibayar di luar 

negeri sebesar Rp30.000.000. Hitunglah besarnya 

kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan. 
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BAB 9  
 

 

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 

 
A. PENGERTIAN PPH PASAL 26 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan pajak yang 

dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia 

dan diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak luar negeri 

selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Ketentuan ini 

menegaskan bahwa meskipun subjek pajak tidak bertempat 

tinggal atau tidak didirikan di Indonesia, penghasilan yang 

berasal dari wilayah Indonesia tetap menjadi objek 

pemajakan. Kurniawan (2020) menjelaskan bahwa PPh 

Pasal 26 berfungsi sebagai instrumen pemajakan atas pihak 

luar negeri yang memperoleh manfaat ekonomi dari 

kegiatan atau transaksi yang terjadi di Indonesia. 

Dasar pengenaan PPh Pasal 26 berlandaskan pada 

prinsip sumber (source principle), yaitu negara tempat 

penghasilan berasal memiliki hak untuk mengenakan pajak 

atas penghasilan tersebut. Prinsip ini berbeda dengan 
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5. Mengapa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda 

penting dalam penerapan PPh Pasal 26? 
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PAJAK PERTAMBAHAN  

NILAI (PPN) 

 
A. PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak 

langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak 

(BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah 

pabean. Sebagai pajak tidak langsung, PPN dipungut oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat terjadi penyerahan 

barang atau jasa, namun beban ekonominya pada akhirnya 

ditanggung oleh konsumen akhir sebagai pihak yang 

menggunakan atau menikmati barang dan jasa tersebut. 

Trisnayanti dan Jati (2015) menjelaskan bahwa karakteristik 

ini menjadikan PPN sebagai pajak atas konsumsi yang 

bersifat luas dan sistematis. 
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pajak hanya dikenakan atas nilai tambah pada setiap 

rantai produksi dan distribusi. 

 

H. SOAL LATIHAN 

1. Apa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan 

Nilai dan mengapa disebut sebagai pajak tidak 

langsung? 

2. Jelaskan karakteristik utama Pajak Pertambahan 

Nilai dalam sistem perpajakan Indonesia? 

3. Siapa yang dimaksud sebagai subjek PPN dan apa 

perannya dalam pemungutan pajak? 

4. Apa saja transaksi yang termasuk sebagai objek 

Pajak Pertambahan Nilai? 

5. Jelaskan hubungan antara Pajak Masukan dan Pajak 

Keluaran dalam penghitungan PPN terutang? 
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MEKANISME PEMUNGUTAN  

DAN PELAPORAN PPN 

 
A. FAKTUR PAJAK 

Faktur pajak merupakan bukti pungutan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dibuat oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap kali melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena 

Pajak (JKP). Dokumen ini menjadi dasar legal atas 

pemungutan PPN yang dilakukan oleh penjual kepada 

pembeli. Marsadita (2022) menjelaskan bahwa faktur pajak 

tidak hanya berfungsi sebagai bukti transaksi, tetapi juga 

sebagai instrumen administratif yang menentukan sah atau 

tidaknya pengkreditan Pajak Masukan oleh pihak penerima 

barang atau jasa. 
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4. Jelaskan proses PPN lebih bayar dan hak pengusaha 

dalam hal restitusi! 

5. Sebutkan langkah-langkah pengisian dan pelaporan 

SPT Masa PPN secara elektronik? 
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PAJAK INTERNASIONAL 

 
A. PENGERTIAN PAJAK INTERNASIONAL 

Pajak internasional merupakan cabang hukum pajak 

yang mengatur pengenaan pajak atas penghasilan, 

kekayaan, atau transaksi yang melibatkan lebih dari satu 

yurisdiksi negara. Pajak ini muncul sebagai konsekuensi 

dari aktivitas ekonomi lintas batas, baik yang dilakukan 

oleh subjek pajak dalam negeri di luar negeri maupun oleh 

subjek pajak luar negeri di dalam negeri. Pohan (2018) 

menjelaskan bahwa pajak internasional berfungsi untuk 

mengatur pembagian hak pemajakan antarnegara dalam 

konteks hubungan ekonomi global. 

Ruang lingkup pajak internasional mencakup 

pengaturan mengenai penghasilan yang bersumber dari 

luar negeri, transaksi lintas negara, serta mekanisme untuk 

menghindari pajak berganda melalui Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Pohan (2019) 
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G. SOAL LATIHAN 

1. Apa yang dimaksud dengan pajak internasional dan 

apa tujuannya? 

2. Sebutkan subjek pajak internasional dan kewajiban 

mereka! 

3. Jelaskan objek pajak internasional yang dikenakan 

PPh Pasal 26! 

4. Apa fungsi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda 

(P3B) dan bagaimana implementasinya? 

5. Bedakan penghindaran pajak dan pengelakan pajak 

internasional! 
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PEMERIKSAAN, KEBERATAN,  

DAN SENGKETA PAJAK 

 
A. PEMERIKSAAN PAJAK 

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh otoritas pajak untuk menguji dan menilai tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan 

yang berlaku, baik dari aspek administrasi maupun 

substansi. Anta (2018) menjelaskan bahwa pemeriksaan 

pajak bertujuan memastikan bahwa kewajiban perpajakan 

telah dilaksanakan secara benar, lengkap, dan jelas sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

Pemeriksaan dapat dilakukan secara rutin, misalnya 

dalam rangka restitusi atau pemenuhan kewajiban tertentu, 

maupun berdasarkan indikasi ketidakpatuhan yang 

terdeteksi melalui analisis risiko. Nainggolan (2025) 

menyatakan bahwa tujuan utama pemeriksaan adalah 
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PRAKTIK PERPAJAKAN  

DAN STUDI KASUS TERPADU 

 
A. STUDI KASUS PAJAK PENGHASILAN ORANG 

PRIBADI 

Studi kasus PPh orang pribadi sering menekankan pada 

penghitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan dengan berbagai 

tunjangan dan penghasilan tambahan (Halim, Bawono, & 

Dara, 2014). Kasus ini membantu memahami tarif, PTKP, 

dan mekanisme pemotongan. 

Dalam praktiknya, seorang Wajib Pajak dengan 

penghasilan Rp 12.000.000 per bulan dan tunjangan Rp 

3.000.000 harus dihitung PPh 21-nya. Langkah-langkah 

perhitungan mengikuti prosedur resmi, termasuk 

pengurangan PTKP dan tarif progresif (Muammarsyah, 

2011). 
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